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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013

DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIHULU SUNGAISELATAN,

bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2013,

bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilukada sebagaimana dimaksud huruf a,
penyediaan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan
Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4865);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor110);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan :

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2013.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahini, yang dimaksud dengan:

1
2
3

1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakian Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, selanjuinya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilin
Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasia dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu
Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerahtentang APBD.

Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun
Anggarantertentu.

Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun
Anggarantertentu yang menjadi Hak Daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisinkan untuk membiayai kegiatan yang memeriukan
danayang cukupbesar yang tidak dapat dibebankan dalamsatu tahun anggaran.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan APBD
Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaandesentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membantu membiayai
kebutuhantertentu.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk membiayai kebutuhan Khusus.

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah untuk
membiayai keperluanyang sangat mendesak.

Pinaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari
pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam

perdagangan.
Kas Daerah adalah Kas Daerah KabupatenHulu Sungai Selatan.

BAB Il
MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana cadangan dimaksudkan dalam rangka mendanai kegiatan Pemilu Kapala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2013 sehingga penyediaan dananya tidak sepenuhnya dibebankan dalam Tahun Anggaran

2013.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah agar seluruh tahapan kegiatan Pemiu Kapala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlaksana dengan baik dan
lancar.
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BAB Il
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Pasal 4

Dana Cadangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Pemilu Kapala
Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun2013.

Dana Cadangantidak dapat digunakan untuk membiayai programdan kegiatan lain di luar
yang telahditetapkan.

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan yang ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)
yang disisihkan dalam dua tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

Rincian Tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalamAPBDyang alokasi penyediaan dananyaterbagi atas:

a.  Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
b.  Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas
penerimaan daerah padatahunanggaran 2011 dan tahunanggaran 2012.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan
APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain
yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 7

1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah

dalambentuk Depoasito.

(2) Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening penerimaan
pembiayaan DanaCadangan.

Pasal 8

Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan
dalamAPBD pada sisi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari
rekening KasDaerah.

Untuk pelaksanaan programkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
maka Dana Cadangan terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening penerimaan
pembiayaan DanaCadangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

TTD
MUHAMMAD SAFI’|

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAINLFAHRI
NIP, 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN

2010 TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam
satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah,
sebagaHmana diamanatkan Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerahtercantumdalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

@  Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan
dananyatidak dapat dibebankan dalamsatutahunanggaran;

@  Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2013.

Selanjuinya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efekiif,
akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan
Dana Cadangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukupjelas.
Pasal 9

Cukupjelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8



